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Eks Kepala Dinkop UKM Didakwa Korupsi Revitalisasi Sentra IKM  

Kota Serang 

 

 

(Sumber: https://news.detik.com/) 

 

Eks Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Yoyo 

Wicahyono didakwa melakukan korupsi1 dalam revitalisasi sentra industri kecil menengah atau IKM di 

Kota Serang. Ia didakwa bersama pihak swasta Darussalam dalam proyek yang merugikan keuangan 

negara2 Rp 567 juta. 

 

Di sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, jaksa Mulyana mengatakan perbuatan terdakwa 

bermula dari alokasi pembangunan sentra IKM pada 2020 sebesar Rp 5,9 miliar. Perusahaan milik 

terdakwa Darussalam kemudian melakukan penawaran tapi dengan cara memalsukan dokumen 

penawaran. Penawaran perusahaan ini jumlahnya Rp 5,3 miliar dari pagu paket Rp 5,5 miliar 

 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi pada: 

 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31Tahun1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 
2 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah 

kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 

ditunjuk. 

https://news.detik.com/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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"CV Gelar Putra Mandiri, terdakwa selaku komanditer melakukan penawaran yang seharusnya dibuat 

dan ditandatangani direktur namun ditandatangani oleh terdakwa," kata Mulyana, Serang, Kamis 

(29/9/2022). CV itu, kata jaksa juga tidak membuat RAB dan analisis satuan harga. Ditemukan bahwa 

tanda tangan direktur CV Gelar tidak hadir saat penandatangan kontrak yang dilakukan di hadapan 

Yoyo. "Penandatangan kontrak dilaksanakan di kantor dinas dihadiri PPK, PPTK dan Kabid yang 

membawahi kegiatan tersebut," ujarnya. 

 

Atas proyek itu, pada 2020 kata Mulyana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 menemukan 

adanya kekurangan pekerjaan dan spesifikasi sesuai kontrak. Nilainya mencapai Rp 153 juta. Lalu, ahli 

dari Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) melakukan pemeriksaan terkait kegiatan revitalisasi IKM 

itu. Temuanya adalah adanya selisih volume maupun biaya. Selisih RAB dengan realisasi fisik dan 

biaya sebesar Rp 818 juta. Kemudian, hasil audit perhitungan negara3 dari BPKP Banten pada Juli 2022 

menyatakan bahwa ada kerugian negara pada proyek itu. Nilainya adalah 567 juta. Perbuatan terdakwa 

sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. 

 

Sumber Berita 

https://www.news.detik.com/, Eks Kepala Dinkop UKM Didakwa Korupsi Revitalisasi Sentra 

IKM Kota Serang, 29 September 2022.  

 

Catatan 

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada: 

 Pasal 1 Angka 33 menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya 

tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

 Pasal 11 Ayat (1) dalam huruf e menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menetapkan HPS. 

 Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa nilai HPS bersifat tidak rahasia 

 Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa Rincian HPS bersifat rahasia. 

                                                           
3 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan 

Pemberian Keterangan Ahli pada Pasal 13, menyatakan bahwa Penghitungan Kerugian  Negara/Daerah dilakukan melalui 

Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk 

menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan 

negara/daerah. 

 

http://www.regional.kompas.com/
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 Pasal 26 Ayat (5) menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai: 

a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; 

b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya 

kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

 Pasal 26 Ayat (6) menyatakan bahwa HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian 

negara. 

 Pasal 26 Ayat (7) menyatakan bahwa penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa 

dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan 

Tender pekerjaan terintegrasi. 

 Pasal 26 Ayat (8) menyatakan bahwa penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja 

sebelum batas akhir untuk: 

a. Pemasukan penawaran untuk pemeliharaan dengan pascakualifikasi; atau 

b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 

 

 


